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ABSTRACT 

[bookmark: _GoBack]Problem: Based on the latest Decree of the Mayor of Kendari No. 1017 of 2020 concerning Determination of Locations for Slum Housing and Slum Settlement in Kendari City, the number of settlements included in the slum category is 59 villages out of 67 Kelurahan in Kendari City with a slum area of ​​626.44 Ha. Purpose: This study aims to determine the effectiveness of the KOTAKU program implementation by the Housing, Settlement and Land Affairs Office in Kendari City. Method: The research method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The focus of this research is using Duncan's theory in Steers in measuring effectiveness which consists of Goal Achieving, Integration, and Adaptation. Result: The results of the study indicate that the effectiveness of the implementation of the City Without Slums (Kotaku) Program by the Department of Housing, Settlement and Land Areas in Kendari City has not run optimally. Conlusion: There are still several dimensions that are less than optimal, such as the target of implementing the KOTAKU Kendari program in 2021 which has not been said to be perfect because there are 3 criteria that have not been completely resolved, namely the scope of environmental road services, not fulfilling drinking water needs, and waste water management infrastructure is not appropriate and the implementation of supervision and control has not run optimally because the community is still difficult to regulate in terms of maintaining infrastructure goods from the government. The author's suggestion is that the government needs to evaluate and follow up on things that are obstacles to the implementation of the KOTAKU program and the need for more concern for the community so that the implementation of the KOTAKU program can run optimally.
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ABSTRAK 

Permasalahan : Berdasarkan Surat Keputusan terbaru Walikota Kendari No 1017 Thn 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Kendari, menetapkan jumlah permukiman yang termasuk kedalam kategori permukiman kumuh sebanyak 59 kelurahan dari 67 Kelurahan di kota kendari dengan luas kumuh sebesar 626,44 Ha.  Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program KOTAKU oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kota Kendari. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini menggunakan teori Duncan dalam Steers dalam mengukur efektivitas yang terdiri Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Di Kota Kendari belum berjalan maksimal. Kesimpulan: Terdapat beberapa dimensi yang kurang maksimal seperti sasaran pelaksanaan program KOTAKU Kendari Tahun 2021 belum dikatakan sempurna dikarenakan terdapat 3 kriteria yang belum diselesaikan dengan tuntas yaitu diantaranya cakupan pelayanan jalan lingkungan, tidak terpenuhinnya kebutuhan air minum, dan sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai serta pelaksanaan pengawasan maupun pengendalian belum berjalan secara maksimal dikarenakan masyarakat yang masih sulit di atur dalam halam menjaga barang infrastruktur dari pemerintah. Saran penulis hendaknya pemerintah perlu lebih mengevaluasi dan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi hambatan dari pelaksanaan program KOTAKU dan perlunya kepedulian yang lebih terhadap masyarakat sehingga pelaksanaan program KOTAKU dapat berjalan dengan maksimal. 
Kata Kunci: Efektivitas, Program, Kota Tanpa Kumuh. 


I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pertumbuhan penduduk di negara Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, Menurut Sensus Penduduk tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 206,26 juta jiwa, sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 237,63 juta jiwa, dan sensus penduduk 2020 adalah sebanyak 270,2 juta jiwa. Berdasarkan proyeksi resmi tahunan tanggal 21 januari 2021 Indonesia masuk kedalam list 10 besar negara tertinggi di dunia yang berada pada posisi keempat penduduk terbanyak. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut dapat memicu dampak yang berhubungan dengan aspek kehidupan. Salah satunya menimbulkan masalah pembangunan seperti berkurangnya ketersediaan lahan yang menyebabkan sarana permukiman menjadi semakin sulit untuk ditindak lanjuti, menurunnya kualitas dalam pelayanan publik, dan berbagai masalah lainnya. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol inilah yang dapat memicu munculnya kawasan permukiman kumuh, yang dikatakan sebagai potensi timbulnya masalah di kawasan perkotaan. Di daerah perkotaan adalah daerah yang paling tinggi jumlah penduduknya di antara kawasan lainnya. Salah satu Dampak yang ditanggung masyarakat kota akibat semakin meningkatnya pertumbuhan
penduduk di wilayah kota adalah sulitnya mengatasi kebutuhan tempat tinggal karena kondisi sektor permukiman di perkotaan tertinggal jauh dari kata ideal. HaI tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya terbatasnya kemampuan untuk membangun perumahan atau tempat tinggal yang layak huni dan bertambahnya keterbatasan lahan di wilayah perkotaan serta berbagai masalah sosial yang timbul menjadi penyebab hadirnya kawasan permukiman kumuh.
	Menurut Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk miskin pada  bulan september tahun 2020 dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan maret tahun 2021 di perkotaan naik sebanyak 138,1 ribu orang dari 12,04 juta orang pada september 2020 menjadi 12,18 juta orang pada bulan maret tahun 2021. Pemerintah, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, mencatat luasan kawasan kumuh di perkotaan seluruh Indonesia mencapai angka 38.431 Hektare (Ha). Ditambah, target RPJMN 2015-2019. Dengan  jumlah rumah yang menempati kawasan kumuh mencapai 7,6 juta rumah.
	Menurut UU No 1 tahun 2011 Pasal 1 ayat (13) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan UU tersebut dan untuk mewujudkan cita- cita bangsa sesuai makna pancasila ke lima melambangan padi dan kapas yang artinya pemerintah berusaha dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konsep tercapainya tujuan negara maka pemerintah melakukan berbagai cara untuk meminimalisir permasalahan di kawasan perumahan dan kawasan kumuh.
	Salah satu langkah pemerintah untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara sesuai Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang Cipta Karya dicantumkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang ditetapkan melalui UU No. 17 Tahun 2007 dalam upaya perwujudan kota tanpa permukiman kumuh dilakukan pada setiap tahapan RPJMN, yaitu RPJMN ke 2 (2010-2014), RPJMN ke 3 (2015-2019) dan RPJMN ke 4 (2020-2024) yaitu terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh. Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016, tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh menghadirkan Program KOTAKU yang diselenggarakan oleh 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sejak dikeluarkan Peraturan Menteri No 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan, dan Kawasan Permukiman maka Pokja PKP diperkotaan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai penyelenggaraan PKP yang khususnya bertugas sebagai penyedia akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dalam rangka mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh. Program KOTAKU merupakan program dengan menumbuhkan sistem terpadu dalam menangani permukiman kumuh. Dalam pelaksanaannya berkolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat serta pemangku kepentingan lain. Guna mempercepat penanganan kawasan kumuh di perkotaan melalui “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum Iayak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi Iayak.

1.2.  Kesenjangan Masalah 
Penduduk merupakan beban bagi pembangunan dan pemicu adanya kesenjangan dikarenakan tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan luas wilayah permukiman sehingga menciptakan keadaan yang kurang kondusif. Wilayah perkotaan merupakan wilayah yang paling strategis yang menjadi faktor penduduk untuk berkumpul. Adapun salah satu faktornya yaitu urbanisasi yakni berpindahnya masyarakat dari desa ke kota maupun sebaliknya. Karena sarana dan prasarana di wilayah perairan dikatakan lebih memadai daripada di daerah lainnya yang menjadi peluang untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan yang cukup. Salah satu faktor tersebutlah yang memicu pertumbuhan penduduk di perkotaan semakin tidak stabil sehingga menyebabkan hadirnya kawasan permukiman kumuh.
Berdasarkan Surat Keputusan terbaru Walikota Kendari No 1017 Thn 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Kendari, menetapkan jumlah permukiman yang termasuk kedalam kategori permukiman kumuh sebanyak 59 kelurahan dari 67 Kelurahan di kota kendari dengan luas kumuh sebesar 626,44 Ha. Permukiman kumuh di Kota Kendari sebagian besar berkembang di kawasan perdagangan, dan juga sekitar pantai, Selain itu terdapat penataan pemukiman legal seperti; lokasi (Keramba ikan dan Kios PKL) berada bebas dan tidak ada surat ijin diatas tanah negara dan berdiri pada tempat yang tidak semestinya. Program KOTAKU sesuai Permen PUPR No.14 thn 2018 terdapat 7 aspek dan 16 kriteria yang menduduki kriteria kawasan permukiman kumuh. Dari berdasarkan data tabel di atas dinyatakan 59 kelurahan di Kota Kendari masih kumuh/belum memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2018, karena kawasan yang dinyatakan non kumuh jika telah memenuhi kriteria tersebut. Adapun beberapa faktanya kawasan kumuh di Kota Kendari yang belum memenuhi kriteria dalam mengatasi permukiman kumuh diantaranya Ketidakteraturan berdirinya rumah dan gedung yang tidak memenuhi syarat dan terdapat permukiman tumbuh liar diatas air, sarana sampah yang kurang cukup serta sistem persampahan yang berkembang di masyarakat tidak efisien, sarana proteksi kebakaran yang belum memadai, dan juga masalah keterbatasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik.
Permasalahan permukiman kumuh di Kota Kendari tersebut menjadi perhatian, karena sampai saat ini masih banyak kawasan kumuh di Kota Kendari yang belum memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2018. Program KOTAKU singkatan dari program Kota Tanpa Kumuh merupakan salah satu program dalam mencegah dan juga meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR RI) dengan tujuan umum guna meningkatkan pelayanan dasar dan memajukan akses infrastruktur di kawasan kumuh wilayah perkotaan dalam menunjang permukiman di perkotaan menjadi layak untuk dihuni.
Berlandaskan uraian diatas, maka penulis menarik melakukan suatu penelitian lebih lanjut yakni menganalisis efektivitas Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam penanganan permukiman kumuh di perkotaan dengan juduI “Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Kota Kendari”


1.3. Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu terdiri dari Penelitian Penelitian pertama dilakukan oleh Safrizal (1), Safuridar(2), Muhammad Fuad (3) (2021,Universitas Samudra) dalam bentuk Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, dengan judul Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus pada Wilayah Kota Langsa). Hasil analisis data menemukan bahwa program KOTAKU dinilai sudah efektif sebagai upaya mengurangi pemukiman kumuh di Kota Langsa. Namun demikian, teridentifikasi beberapa faktor penghambat utama daIam pelaksanaan program tersebut (Safrizal et al., 2021). Sedangkan penelitian kedua yang dilakukan oleh Masitoh Ernawati (2019 Universitas Diponegoro) dalam bentuk Tesis dengan judul Efektivitas Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengurangi Luasan Permukiman Kumuh di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas program KOTAKU Kota Semarang adalah 4 variabel dan terdapat 17 indikator penilaian adalah sebesar 84% (Semarang, 2019). Sedangkan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sriati (1), Ari Siswanto (2), Mulyanto(3) (2019, Universitas Sriwijaya) dalam bentuk jurnal artikel dengan judul Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Mengurangi Resiko Banjir di Kota Palembang (Kasus di Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning). Hasil penellitiannya yaitu Efektivitas Program Kotaku termasuk kategori sedang dan terdapat hubungan signifikan antara tingkat partisipasi dengan efektifitas Program Kotaku di Kelurahan Pipa Reja, dengan niIlai korelasi peringkat spearman (Rs) = 0,476 dan α =0.01 (Siswanto, 2019). Sedangkan penelitian keempat dilakukan oleh Hanafi Ashad (1), Ratna Musa (2), Andi Nirma Yanti (3). Universitas Muslim Indonesia (UMI) (Jurnal 2020) dalam bentuk jurnal dengan judul Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Pembangunan Dan Peningkatan infrastruktur (Studi Kasus Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar). Hasil penelitianya adalah Hasil penelitianya adalah Program KOTAKU di  Kelurahan  Kampung  Buyang  masih Kurang Efektif dengan nilai interval 56%faktor pendukung dari program KOTAKU yaitu dukungan penuh dari pemerintah setempat, ketepatan waktu dalam pengerjaan fisik, pertanggungjawaban penggunaan dana dan hasil  wawancara  dari  total  sampel  144  kk,  yang  mengatakan masyarakat mendukung sebanyak 44%. Adapun hambatan dari program KOTAKU (1) Turunnya dana dari pusat terlambat, (2) Kurangnya masyarakat yang aktif berpartisipasi atau kesadaran untuk mendukung program KOTAKU (Ashad et al., 2020).

1.4        Pernyataan Kebaruan Ilmiah 
Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni perbedaan antara penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian dimana Peneliti dalam melakukan penelitian lebih memfokuskan pada Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kota Kendari dengan mengetahui efektivitas pelaksanaan dan hasil Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta faktor pendukung dan penghambat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Kendari.


1.5       Tujuan. 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kota Kendari. Dan untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) oIeh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Di Kota Kendari di Kota Kendari.

II. METODE 
Peneliti dalam melakukan peneIitian ini menggunakan pendekatan peneIitian melalui metode peneIitian kuaIitatif. Menurut Moleong (2002, hlm.3), penelitian kuaIitatif adalah “prosedur peneIitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertuIis atau Iisan dari orang-orang dan periIaku yang dapat di amati”. Sedangkan data deskriptif menurut Moleong (2002, hlm. 6) “merupakan data yang berupa kata-kata dan bukan angka-angka”.
Sumber data yang dipakai peneliti seIain data primer yaitu  sumber data sekunder, data tersebut dapat ditemukan meIaIui berbagai sumber salah satunya situs di internet sesuai dengan penelitian yang akan diIakukan.
Penulis mengumpulkan data melaui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari sebanyak 1 orang, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari sebanyak 1 orang, Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Kendari sebanyak 1orang, Camat sebanyak 1orang dan Masyarakat Penerima Manfaat Program KOTAKU sebanyak 2 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori Duncan dalam Steers dalam mengukur efektivitas yang terdiri Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi (Steers, Richard M. hal 53)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penulis menganalisis dalam melihat efektivitas pelaksanaan program KOTAKU oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari penulis menggunakan 3 (tiga) variable yang diungkapkan oleh Duncan dalam Steers diantaranya : (1) Pencapaian Tujuan (2) Integrasi dan (3). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.
3.1. Pencapaian Tujuan
Pelaksanaan program KOTAKU dapat dinyatakan dapat mencapai tujuan jika telah menangani kriteria sesuai  PERMEN PUPR No.14 thn 2018 terdapat 7 aspek dan 16 kriteria yang masuk dalam kategori kawasan permukiman kumuh. Jika semua kriteria tersebut telah berjalan sesuai rencana dan telah tertangani dengan baik maka program KOTAKU telah mencapai tujuan kebijakannya yaitu untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Sasaran dalam pelaksanaan program kotaku pada tahun 2021 dilihat berdasarkan PERMEN PUPR No.14 thn 2018 terdapat 7 aspek dan 16 kriteria yang masuk dalam kategori kawasan permukiman kumuh.
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Tabel 4 5
Paparan Pengurangan Kumuh Berdasarkan 7 Aspek Dan 16 Kriteria Kota Kendari Tahun 2021

	No.
	Parameter
	Standar tidak kumuh
	Sebelum Penanganan
	Sesudah Penanganan
	Satuan
	Ket

	1.
	Ketidakteraturan Bangunan
	0
	19,969
	19,969
	Unit
	Tuntas

	2.
	Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan
	0
	300
	300
	Ha
	Tuntas

	3.
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan
	0
	11.274
	11,274
	Unit
	Tuntas

	4.
	Cakupan pelayanan jalan lngkungan
	0%
	8,135
	7,643
	m'
	Belum Tuntas

	5.
	Kualitas permukaan jalan lingkunagan
	0%
	15,776
	15,776
	m'
	Tuntas

	6.
	ketersediaan akses aman air minum
	0%
	10,945
	10,945
	KK
	Tuntas

	7.
	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
	0%
	20,625
	20,425%
	KK
	Belum tuntas

	8.
	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air
	0%
	3,328
	3,328
	Ha
	Tuntas

	9.
	Ketidaktersediaan drainase
	0%
	16,743
	16,743
	m'
	Tuntas

	10.
	Kualitas Konstruksi Drainase
	0%
	13,301
	13.301
	m'
	Tuntas

	11.
	Sistem pengelolaan air limbah tdk sesuai standar teknis
	0%
	3,634
	3,634
	KK
	Tuntas

	12.
	Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tdk sesuai persyaratan teknis
	0%
	6,800
	6,759
	KK
	Belum tuntas

	13.
	Sarana prasarana persampahan tidak sesuai dgn prsyaratan teknis
	0%
	28,200
	28,200
	KK
	Tuntas

	14.
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai standard
	0%
	26,328
	26,328
	KK
	Tuntas

	15.
	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
	0%
	4,100
	4,100
	Unit
	Tuntas

	16.
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi kebakaran
	0%
	42,700
	42,700
	Unit
	Tuntas


Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari.
 
	Berdasarkan hasil tabel diatas jika dilibatkan mengenai sejauh mana sasaran tercapainya program KOTAKU dinyatakan bahwa Paparan Pengurangan Kumuh Berdasarkan 7 Aspek Dan 16 Kriteria Kota Kendari Tahun 2021 belum dikatakan sempurna dikarenakan terdapat 3 kriteria yang belum diselesaikan dengan tuntas yaitu diantaranya cakupan pelayanan jalan lingkungan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, dan sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai. Walaupun pelaksanaan program KOTAKU belum semua memenuhi 7 aspek 16 kriteria akan tetapi setidaknya program KOTAKU sudah cukup dan bisa mengurangi wilayah permukiman kumuh di Kota Kendari. 

3.2. Integrasi
Integrasi merupakan yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu:
1. Proses Sosialisasi
Diketahui bahwa pemerintah khususnya penyelenggara program KOTAKU yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah melakukan terlebih dahulu sosialisasi sebelum dijalankannya program KOTAKU diantaranya melakukan pertemuan dengan masyarakat, melakukan kesepakatan bersama, adanya ganti rugi dan lain sebagainnya. Dikarenakan menurut pemerintah Kota Kendari khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sosialisasi adalah suatu giat wajib yang penting agar tidak adanya saling tumpah tindih kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah setempat demi mencapai tujuan program KOTAKU mengurangi permukiman kumuh di Kota Kendari.
Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU tidak langsung dijalankan tanpa adanya pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu terutama kepada masyarakat yang terlibat langsung daerahnya dalam pelaksanaan program KOTAKU. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dan melakukan wawancara singkat kepada masyarakat yang memberikan informasi bahwa memang benar sosialisasi dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Mandonga memberikan efek yang baik kepada masyarakat terkhusus yang berada di kawasan kumuh. Sosialisasi ini benar memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat sehingga respon masyarakat pun baik karena telah memahami apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat di wilayah tersebut melalui program KOTAKU yang dimana sebelumnya terdapat kesepakatan karena program ini perlu adanya kerjasama yang baik dari pemerintah maupun masyarakat agar tujuan dari pelaksanaan program KOTAKU dapat sesuai dengan rencana. 

2. Prosedur Pelaksanaan
Pelaksanaan program dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dikatakan sebagai nakhoda, diperlukan pendamping wilayah masing – masing terkhusus kepada Tim Korkot pada tingkat kabupaten maupun kota dalam melaksanakan program secara sinergi, saling memberikan kontribusi antar stakeholder di tingkat kota, baik LSM, NGO, tokoh, pemda atau Pemkot dalam melaksanakan program KOTAKU. Selain itu dalam melaksanakan program dengan melibatkan kolaborasi antara multi stakeholder di kab/kota tidaklah mudah. Diperlukan kerjasama yang baik agar penanganan program KOTAKU dapat terlaksana sesuai target perencanaan dan juga diperlukannya kesiapan personel pada internal konsultan dalam pelaksanaan program KOTAKU dalam menghadapi masalah di lapangan.
Adapun beberapa tahapan pelaksanaan program KOTAKU yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap keberlanjutan. Berbicara mengenai sumber daya personil yang merupakan sumber daya pertama dan utama yang dikatakan sumber daya yang terpenting untuk menunjukkan menentukan keberhasilan suatu kebijakan program KOTAKU, sehingga jika sumber daya personil kurang maka tujuan maupun sasaran kebijakan program KOTAKU akan semakin sulit untuk ditangani dan sebaliknya jika personil sumber daya manusianya tercukupi maka pelaksanaan program KOTAKU dapat semakin mudah untuk ditindaklanjuti.


















Gambar 4 4
Struktur Organisasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Koordinator Kota (KOORKOT 01) Kota Kendari
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Sumber: Koordinator KOTAKU 2021
	
Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah keseluruhan pegawai pelaksanaan program KOTAKU sebanyak 14 pegawai dengan bidang masing – masing. Dari Data tersebut dapat dilihat jumlah pegawai pelaksanaan program KOTAKU walaupun 14 pegawai saja akan tetapi menurut koordinator KOTAKU sudah bisa menguasai bidangnya masing – masing sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai porsi penanggung jawab masing masing bidang.

3. Sistem Pengawasan/ Pengendalian
Dalam melakukan tindak lanjut mengenai pengawasan ataupun pengendalian dari pelaksanaan program KOTAKU oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan terdapat sistem pengawasan internal yang dilakukan setiap bulan secara rutin dengan cara melakukan metode tatap muka dan juga pemeriksaan dokumen berupa hasil program / pencapaian program, kendala maupun hambatan dilapangan, dan memberikan masukan untuk perbaikan kedepannya. BKM memperlihatkan bahwa walaupun pelaksanaan pengawasan maupun pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,dan Pertanahan Kota Kendari sesuai aturan dan berjalan dengan baik akan tetapi kendalanya terdapat oknum di masyarakat yang kurang bersyukur dengan adanya program KOTAKU karena tidak bisa memelihara dengan baik pemberian dari lembaga untuk kebaikan bersama.


3.3. Adaptasi
Keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari dipengaruhi mengenai bagaimana kemampuan organisasi pelaksana dalam menghadapi permasalahan mengenai perubahan di lapangan. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu peningkatan kemampuan serta sarana dan prasarana. 
1. Peningkatan Kemampuan 
Peningkatan kemampuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman , dan Pertanahan Kota Kendari yang bertugas sebagai pelaksana serta penanggung jawab program KOTAKU. Dalam menghadapi peningkatan kemampuan personil Pelaksana program KOTAKU bertujuan agar pelaksanaan program dapat berjalan  lebih efektif dan efisien. Adapun pada pelaksanaan program tersebut diawasi langsung oleh Koordinator tiap – tiap wilayah di Sulawesi Tenggara salah satunya Kota Kendari.
saat ini Jumlah para personil terkhusus kepada fasilitator pelaksanaan program KOTAKU masih dirasakan kurang Seperti yang dikatakan oleh Koordinator KOTAKU Kota Kendari. Fasilitator adalah seseorang yang akan memfasilitasi sebuah pelatihan, yang memiliki peran untuk membantu memudahkan peserta dalam memahami isi atau materi pelatihan dan jika dilibatkan dengan masyarakat butuh kemampuan lebih agar dapat menghadapi masyarakat dengan memberikan pengertian untuk lebih memahami hadirnya program KOTAKU dikarenakan berhubungan dengan masyarakat tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan tetapi dibutuhkan keahlian maupun kemampuan yang lebih sehingga keefektifan dalam pelaksanaan program dapat dirasakan bersama.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung terkait penyelenggaraan yang menunjang pelaksanaan program KOTAKU tersebut.
Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kota Kendari tergolong cukup baik. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara dari pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan program. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana baik sumber daya manusia maupun alat pelengkap pelaksanaan program KOTAKU dapat dikatakan sudah cukup memadai.

3.4 [bookmark: _Toc100999860]Faktor Pendukung Dan Penghambat  keberhasilan Efektivitas Pelaksanaan Program Kotaku oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari 
1. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program KOTAKU oleh dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kota Kendari, Yaitu:
a) Sasaran pelaksanaan program KOTAKU oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kota Kendari sasaran tercapainya program KOTAKU dinyatakan bahwa Paparan Pengurangan Kumuh Berdasarkan 7 Aspek Dan 16 Kriteria Kota Kendari Tahun 2021 belum dikatakan sempurna dikarenakan terdapat 3 kriteria yang belum diselesaikan dengan tuntas yaitu diantaranya cakupan pelayanan jalan lingkungan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, dan sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai.
b) Pelaksanaan pengawasan maupun pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,dan Pertanahan Kota Kendari belum berjalan secara maksimal dikarenakan karena salah satu alasannya adalah masyarakat yang masih sulit di atur dalam hal menjaga barang infrastruktur dari pemerintah.
2. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan program KOTAKU oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kota Kendari yaitu :
a) Adanya kebersamaan yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah di Sulawesi Tenggara. Khususnya dukungan bapak WaliKota Kendari memberikan support penuh. Adanya kebersamaan yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah di Sulawesi Tenggara.
b) Kerja sama yang cukup baik antara pemangku stakeholder dalam pendukung pelaksanaan program KOTAKU.
c) Dukungan BKM yang baik sebagai perpanjangan tangan masyarakat kepada pemerintah.


3.5.  Diskusi Temuan Utama Penelitian 
Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan permukiman kumuh diwilayah perkotaan membangun kehidupan masyarakat yang lebih layak dan produktif. Pelaksanaan program KOTAKU  yang penulis temukan yakni stakeholder disetai pemerintahan saling bekerja sama untuk mensukseskan program KOTAKU. berbeda dengan temuan siswanto bahwa Hasil penellitiannya yaitu Efektivitas Program Kotaku termasuk kategori sedang dan terdapat hubungan signifikan antara tingkat partisipasi dengan efektifitas Program Kotaku di Kelurahan Pipa Reja, dengan niIlai korelasi peringkat spearman (Rs) = 0,476 dan α =0.01 (Siswanto, 2019) Layaknya program lainnya, Program KOTAKU ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah belum berjalan maksimal. Terdapat beberapa dimensi yang kurang maksimal seperti sasaran pelaksanaan program KOTAKU Kendari Tahun 2021 belum dikatakan sempurna dikarenakan terdapat 3 kriteria yang belum diselesaikan dengan tuntas yaitu diantaranya cakupan pelayanan jalan lingkungan, tidak terpenuhinnya kebutuhan air minum, dan sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai serta pelaksanaan pengawasan maupun pengendalian belum berjalan secara maksimal layaknya temuan Safrizal  hasil analisis data menemukan bahwa program KOTAKU dinilai sudah efektif sebagai upaya mengurangi pemukiman kumuh di Kota Langsa. Namun demikian, teridentifikasi beberapa faktor penghambat utama daIam pelaksanaan program tersebut (Safrizal et al., 2021) dan juga sama halnya dengan penelitian dari Ashad, hasil penelitianya adalah Program KOTAKU di  Kelurahan  Kampung  Buyang  masih Kurang Efektif dengan nilai interval 56%faktor pendukung dari program KOTAKU yaitu dukungan penuh dari pemerintah setempat, ketepatan waktu dalam pengerjaan fisik, pertanggungjawaban penggunaan dana dan hasil  wawancara  dari  total  sampel  144  kk,  yang  mengatakan masyarakat mendukung sebanyak 44%. Adapun hambatan dari program KOTAKU (1) Turunnya dana dari pusat terlambat, (2) Kurangnya masyarakat yang aktif berpartisipasi atau kesadaran untuk mendukung program KOTAKU (Ashad et al., 2020).
Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan juga menambah pengalaman tentang penerapan teori yang telah di ajarkan pada pendidikan perkuliahan selama 4 tahun sehingga dapat berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara, serta bermanfaat dalam mengembangkan kualitas kemampuan berfikir secara ilmiah maupun meningkatkan kemampuan penulis untuk menuliskan penelitian dalam bentuk karya ilmiah, dan juga sebagai bahan masukan untuk peneIitian seIanjutnya dan juga penulis berharap pemerintah Kota Kendari dalam memutuskan suatu kebijakan terkhusus Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai dinas yang terkait sebagai masukan terhadap pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kota Kendari agar berikutnya menjadi Iebih baik Iagi.


IV. KESIMPULAN 
Penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas pelaksanaan program KOTAKU ( Kota Tanpa Kumuh) oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari belum sepenuhnya maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi dimana dalam pelaksanaanya belum berjalan secara efektif yaitu belum maksimalnya sasaran atau target , sistem pengawasan dan pengendalian yang kurang efektif. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program KOTAKU oleh dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kota Kendari, Yaitu:
Sasaran pelaksanaan program KOTAKU oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kota Kendari sasaran tercapainya program KOTAKU dinyatakan bahwa Paparan Pengurangan Kumuh Berdasarkan 7 Aspek Dan 16 Kriteria Kota Kendari Tahun 2021 belum dikatakan sempurna dikarenakan terdapat 3 kriteria yang belum diselesaikan dengan tuntas yaitu diantaranya cakupan pelayanan jalan lingkungan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, dan sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dan Pelaksanaan pengawasan maupun pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,dan Pertanahan Kota Kendari belum berjalan secara maksimal dikarenakan karena salah satu alasannya adalah masyarakat yang masih sulit di atur dalam hal menjaga barang infrastruktur dari pemerintah. Sedangkan Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan program KOTAKU oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kota Kendari yaitu : Adanya kebersamaan yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah di Sulawesi Tenggara. Khususnya dukungan bapak WaliKota Kendari memberikan support penuh. Adanya kebersamaan yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah di Sulawesi Tenggara. Kerja sama yang cukup baik antara pemangku stakeholder dalam pendukung pelaksanaan program KOTAKU. Dukungan BKM yang baik sebagai perpanjangan tangan masyarakat kepada pemerintah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. 
Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Kota Tanpa Kumug (KOTAKU untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. 

V.         UCAPAN TERIMA KASIH 
Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M. Selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Ir. Abdul Halim, MP. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Meliasta Hapri Tarigan, AP, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan baik kritik atau saran serta telah meluangkan waktu dalam mengarahkan penulis sehingga proses penyelesaian usulan penelitian ini dapat  berjalan dengan baik. Seluruh Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, khususnya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari serta Koordinator KOTAKU beserta Sekretarisnya yang telah memberikan banyak ilmu , informasi, data dan masukan selama penulis melakukan penelitian ini. serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.


VI. DAFTAR PUSTAKA
Gibson, et.al (1996), Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses Alih Bahasa: Nunuk Adriani, Jakarta: Binarupa Aksara.
Hamid, Fatilima. 2011. Metode Penelitian Kualitaif. Bandung: afbeta.
Husein, Umar. 2010. Riset pemasaran dan bisnis, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
Lexy,  Moleong.	2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Remaja.
Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy. New York: HarperCollins .
Prihartono. 2012. Administrasi, Organisasi, dan Manajemen: Pendekatan Praktis dan Teknik Mengelola Organisasi. Yogyakarta: Andi Offset.
Steers, Richard M. 1985. Efektifitas Organisasi (kaidah perilaku). Jakarta : Airlangga.
Siagian, S. P. (2002). Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka cipta.
Sugiyono.	2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Winarno, Budi. Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing services, 2016).
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.
Peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 1017 Tahun 2019 tentang wilayah kawasan kumuh di kota kendari.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
https://sultra.bps.go.id/statictable/2019/10/07/2602/jumlah-penduduk-.
menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sulawesi-tenggara-2010---2020.html (diakses pada tanggal 04 september 2021).
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kendari (diakses pada tanggal 03 september 2021).
https://disperkimtan.bone.go.id/2019/09/10/pengertian-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku/ (diakses pada tanggal 08 september 2021).
Ashad, H., Musa, R., & Yanti, A. N. (2020). Hanafi Ashad 1 , Ratna Musa2. Andi Nirma Yanti, 3(1), 21–28.
Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif. Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif, 25(December), 1–14.
Safrizal, S., Safuridar, S., & Fuad, M. (2021). Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus pada Wilayah Kota Langsa). Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 12(2), 200–213. https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3242
Semarang, D. I. K. (2019). Efektivitas program kotaku (kota tanpa kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di kota semarang.



[bookmark: _bookmark47]Siswanto, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ) dalam Mengurangi Resiko Banjir di Kota Palembang ( Kasus di Kelurahan Pipareja , Kecamatan Kemuning). Prosiding Seminar Nasional Hari Air Dunia 2019, 2(1),6







1

image1.png




image2.jpeg




image3.jpg




image4.jpeg




image4.png




